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Ada banyak penelitian tentang implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sudah diteliti sebelumnya. Acuan dalam penelitian ini yaitu jurnal dan penelitian yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian. Berikut ini penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan publik : 
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono tahun 2014 dengan judul Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang


[bookmark: _GoBack]Kedua, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferlinda, Ribawanto, dan Siswidiyanto (2013) dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Lowokwaru, menyimpulkan bahwa (1) Implementasi Good Corporate Governance berdasarkan lima penguatan antara lain Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, dan Fairness; (2) Upaya peningkatan kualitas pelayanan untuk kepuasan para pelanggannya dengan cara pemberlakuan SLG (Service Level Guarantee), pengelolaan dan 


[bookmark: _Hlk133577369]pengembangan kompetensi SDM, pengembangan pendistribusian pelayanan dan produk, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan tata kelola TI yang sudah dilaksanakannya dengan sangat baik dan tepat.
Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Roserdevi Nasution dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru menyimpulkan bahwa penerapan Good Governance dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Camat Sail belum maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa antara pimpinan dan bawahan belum terlaksananya komunikasi yang sejalan sehingga meskipun Camat sudah mencoba memberikan yang terbaik tetapi apabila tidak di dukung oleh bawahan akan sulit terlaksana.
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Rosyada (2016) dengan judul Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur), menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Governance di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah berjalan cukup baik terutama dalam hal partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi serta responsivitas.
Kelima, Hasil penelitian yang Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safrijal, Basyah dan Ali (2016) dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Governance belum berjalan dengan sempurna, karena adanya kendala yakni faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal, kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsipprinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja; (2) Faktor eksternal, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangya pengawasan dari pemerintah dan keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan. Penelitian Sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1
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	No
	Judul Penelitian
	Persamaan Penelitian
	Perbedaan Penelitian 

	1
	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

	Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan metode wawancara dan tehnik analisis data dengan membandingkan teori yang melatar belakangi permasalahan.
	Lokasi Penelitian yang berbeda serta fokus teori yang digunakan berbeda 

	2
	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Lowokwaru
	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis implementasi 
	Lokasi Penelitian yang berbeda serta fokus teori yang digunakan berbeda

	3.
	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru
	Pengujian kualitas data (keabsahan data) sama sama menggunakan Triangulasi Sumber Data dan Triangulasi Metode Pengumpulan Data
	Lokasi Penelitian yang berbeda serta fokus teori yang digunakan berbeda

	4
	Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur)
	Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan metode wawancara dan tehnik analisis data dengan membandingkan teori yang melatar belakangi permasalahan.
	Lokasi Penelitian dan jenis Pelayanan yang diberikan berbeda

	5
	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara  Kabupaten Aceh Selatan
	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis implementasi
	Fokus Teori yang digunakan berbeda



Penelitian sebelumnya ini menjadi referensi dasar dalam melaksanakan penelitian saat ini karena penelitian sebelumnya berfungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilaksanakan.
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Menurut Sadjijono (2007:203) Good Governance mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005:5) yang dimaksud dengan Good Governance adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti Good Governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivias, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 
Dari definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Good Governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Menurut dokumen United Nations Development Progra (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-uruan negara pada semua tingkat”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan Lembaga-lembaga di mana warga dan kelompokkelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk ringkasnya, Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsipprinsip dasar Good Governance.

[bookmark: _Toc138548103]2.2.1.1 Konsep Dasar Good Governance
Pemerintah atau “Government” dalam Bahasa Inggris dapat diartikan sebagai “The governing body of nation, state, city, etc.” Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam Bahasa Inggris “governance” yaitu “the act, fact, manner of governing”, yaitu yang berarti “tindakan, fakta, pola, dan sikap atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan”. Governance adalah suatu kegiatan atau proses, sebagaimana diungkapkan dengan Kooiman (Sedarmayanti 2012:2) bahwa governance lebih merupakan suatu rangkaian proses dari interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan interfensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. 
Sedangkan menurut United Nations Development Program (UNDP) (Kasemin 2015:33) Good Governance yaitu “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level’s” atau jika diartikan yang berarti governance adalah suatu pelaksanaan pada aspek politik (dalam pembuatan regulasi atau kebijakan), ekonomi (dalam pembuatan keputusan akan sumber daya ekonomi), dan otoritas administratif (dalam penerapan kebijakan) dalam mengelola urusan negara, serta sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.
Berdasarkan definisi menurut World Bank, Good Governance merupakan suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab selaras dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi  baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Good Governance bertujuan untuk memperkuat “kerangka kerja institusional dari pemerintah”. Berdasarkan hal ini, pemerintah berfokus kepada jalannya kepemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan yang disepakati berdasarkan hukum yang berlaku. 
Lembaga Administrasi Negara (Sedarmayanti, 2012:3) menyimpulkan bahwa wujud Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisiensi dan efektif dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif di antar domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 (Sedarmayanti 2012:4) mengartikan Good Governance adalah kepemerintahan yang mengemban dan menerapkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh masyarakat. Tata kepemerintahan yang baik merupakan sebuah prinsip yang sebagaimana sejalan dengan demokrasi, partisipasi, masyarakat yang harus dijalankan dalam segala sektor kehidupan. Dalam penerapan Good Governance ini diharapkan dapat membangun pemerintahan yang bersih dengan aparatur pemerintahannya terbebas dari KKN. Dapat diartikan bahwa tata kepemerintahan yang baik sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial yang substansial dan dalam penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil secara efisien dan merata (Lutfi dan Satriawan, 2014:51).

1.2.1.2 [bookmark: _Toc138548104]Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Good Governance kepemerintahan yang baik (2012:7) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:
1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerin- tah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karateristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
Keseluruhan karakteristik atau prinsip-prinsip Good Governance adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. Maka, apabila implementasi Good Governance atau yang biasa dikenal dengan kepemerintahan yang baik dalam organisasi kepemerintahan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah seharusnya, maka secara otomatis hal tersebut akan memudahkan pelaksanaan kegiatan di segala bidang
Penerapan Good Governance memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan Good Governance antara lain yaitu meminimalkan agency cost, meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra pemerintahan (Amin, 2012:39).
Untuk mencapai Good Governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip Good Governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan prinsipprinsip Good Governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.
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Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanaan publik oleh beberapa ahli tersebut. Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta). 
Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggarakan oleh pihak non pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun hal tersebut tidak seakan- akan membantah bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya. 
Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi: 
a. Satuan kerja/satuan organisasi kementerian; 
b. Departemen; 
c. Lembaga pemerintah non departemen; 
d. Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya; sekretariat dewan (setwan), sekretariat negara (setneg), dan sebagainya; 
e. Badan usaha milik negara (BUMN); 
f. Badan hukum milik negara (BHMN); 
g. Badan usaha milik daerah (BUMD) 
h. Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan.
Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan Good Governance di Indonesia, yaitu:
a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. 
b. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan Good Governance dapat diartikulasikan secara mudah.
c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar 

[bookmark: _Toc138548106]2.2.2.1 Unsur dan Ciri Pelayanan Publik

Menurut Bharata (2004:11) terdapat enam unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu: 
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumn, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.
Menurut Kasmir (2006:34) ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Tersedianya karyawan yang baik; 
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik; 
c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir; 
d. Mampu melayani secara cepat dan tepat; 
e. Mampu berkomunikasi; 
f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi; 
g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik; 
h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan) 
i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan) 




[bookmark: _Toc138548107]2.2.2.2 Asas-asas Pelayanan Publik 

Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:245) terdapat bebarapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu: 
1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. 
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benarbenar diterapkan. 
3. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. 
4. Minimalisasi pesyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan. 
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin. 
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah. 
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat diapkai untuk berbagai keperluan). 
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin. 
10. Kejelasan hak dan kewajiban provides dan customers. Hak-hak dan kewajibankewajiban bagi providers maupun customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi. 
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik
Menurut Ratminto (2006: 244-249) ada beberapa asas dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diperhatikan oleh unsur pemberi pelayanan, yakni:
1. Pembatasan Prosedur /Sederhana, prosedur dirancang sependek mungkin tidak berbelit- belit
2. Kejelasan dari unsur pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa serta jelasnya sistem adminitrasi yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.
3. [bookmark: _Hlk138086775]Kepastian terhadap jadwal dan durasi waktu pelaksanaan pelayanan. Jadwal dan durasi waktu pelayanan harus bersifat pasti dan tepat waktu, sehingga unsur masyarakat memiliki gambaran yang jelas terhadap prosedur dan mekanisme pelayanan yang akan dilaluinya, dan juga tidak terjadinya keresahan terhadap unsur masyarakat yang dilayani.
4. Akurasi Pelayanan yang diberikan dalam proses pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat harus sahih dan terpercaya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh unsur penyelenggara pelayanan. 
5. Adanya rasa aman. Pelayanan publik yang diberikan kepada unsur masyarakat harus dapat memberikan adanya suatu kepastian yang jelas bagi pengguna jasa pelayanan publik
6. Bertanggung jawab jika muncul keluhan-keluhan yang harus ditangani secara efektif oleh institusi pemerintah, sehingga berbagai bentuk permasalahan yang terjadi akan dapat segera diselesaikan dengan baik oleh unsur institusi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan.
7. Fasilitas pelayanan. Adanya fasilitas pelayanan dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat mendukung terciptanya suatu kualitas pelayanan yang baik dan memenehui segala bentuk kebutuhan dari unsur masyarakat yang dilayani
8. Kemudahan akses. Adanya kemudahan akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga proses penyelenggaraan pelayanan publik akan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Sinambela (2006) mengatakan bahwa secara empirik menunjukkan bahwa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait dengan pelayanan birokrasi, yaitu: 
1. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin 
2. Mencari berbagai dalih untuk memperlambat proses penyelesaian izin 
3. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain 
4. Sulit dihubungi 
5. Sengaja memperlambat dengan kata-kata “sedang diproses”.
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Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penelitian dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :
a. Good Governance adalah suatu peyelengaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
b. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat kerangka pemikiran Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik Di Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagai berikut:







Input
Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik



Proses


Prinsip-prinsip Good Governance menurut Sedarmayanti (2012:7) yaitu: 
1. [bookmark: _Hlk63424316][bookmark: _Hlk63424317]Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan 
4. Aturan Hukum 

		
Menurut Ratminto dalam buku Pelayanan Publik (2006 : 244-249) asas penyelenggaran pelayanan publik terdiri atas :
1. Sederhana
2. Kejelasan 
3. Kepastian
4. Akurasi pelayanan 
5. Rasa aman
6. Bertanggung Jawab
7. Fasilitas Pelayanan 
8. Kemudahan akses 

F
E
E
D
B
A
C
K











Output (+)
Prinsip dan Asas sudah diimplementasikan dengan baik  
Output (-)
Prinsip Keterbukaan, Transparansi dan Kemudahan Akses dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sunyaragi  Belum optimal 





Outcome
Pelayanan Publik sudah mengimpelentasikan prinsip-prinsip Good Governance dan asas pelayanan dengan baik 

Adanya hambatan yang terjadi dalam pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance




Upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan ialah dengan rutin mengadakan sosialisasi kepada ketua RW masing masing dan menyalurkannya kepada warga setempat mengenai informasi seputar pelayanan
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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2.1 


Penelitian Sebelumnya 


 


Ada banyak penelitian tentang implementasi prinsip


-


prinsip 


Good 


Governance


 


dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sudah 


diteliti sebelumnya. Acuan dalam 


penelitian ini yaitu jurnal dan penelitian 


yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian. Berikut ini 


penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi prinsip 


Good 


Governance


 


dalam pelayanan publik : 


 


Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh


 


Sondil E. Nubatonis, Sugeng 


Rusmiwari, Son Suwasono tahun 2014 dengan judul Implementasi Prinsip


-


Prinsip 


Good Governance


 


Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi 


Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang


 


Kedua, 


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferlinda, Ribawanto, 


dan Siswidiyanto (2013) dengan judul Penerapan Prinsip


-


Prinsip 


Good 


Governance


 


Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di 


Kecamatan 


Lowokwaru, menyimpulkan bahwa (1) Implementasi 


Good Corporate 


Governance


 


berdasarkan lima penguatan antara lain 


Transparency, 


Independence, Accountability, Responsibility, dan Fairness;


 


(2) Upaya 


peningkatan kualitas pelayanan untuk kepuasan para


 


pelanggannya dengan 


cara pemberlakuan SLG (


Service Level Guarantee


), pengelolaan dan 
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